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GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR  14 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI BARAT
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

	Menimbang 
	:
	a.
	bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk UPTD Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat.

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepala Daerah Tk. I dan Dati II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

	
	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

	
	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

	
	
	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

	
	
	12..
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Nomor 36);

	Memperhatikan
	:
	Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2008                        Nomor : 061/3936/Sj


MEMUTUSKAN :
	Menetapkan 
	:
	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI BARAT.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unusur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

5. Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan Pelaksana Teknis Dinas Lapangan;

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UPTD LLAJ) yang terdiri dari :

(1) UPTD LLAJ Wilayah I meliputi Kabupaten Polman, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene yang berkedudukan di Polewali.
(2) UPTD LLAJ Wilayah II meliputi Mamuju yang berkedudukan di Mamuju.

(3) UPTD LLAJ Wilayah III meliputi Mamuju Utara yang berkedudukan di Pasangkayu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

(1). UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

(2). UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD LLAJ yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4
UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja operasional kegiatan UPTD LLAJ;

b. Melaksanakan penimbangan kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;

d. Melaksanakan pemeliharaan jembatan timbang, bangunan dan lingkungan jembatan timbang;
e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan barang beserta muatannya dan jembantan timbang;

f. Melaksanakan pengawasan terhadap perizinan angkutan barang di jembantan timabang;

g. Melaksanakan pengawasan dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan serta pengendalian teknis;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1). Struktur Organisasi UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Penimbangan;
d. Seksi Pengawasan dan Perizinan.
(2). Bagan Struktur Organisai UPTD sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

(1). Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dalam Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penimbangan.
(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. Melaksanakan ketatausahaan;

c. Melaksanakan operasional jembantan timbang;

d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis angkutan barang;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
(3). Dalam kedudukan UPTD LLAJ secara teknis berada di bawah pembinaan Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat.
Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan program, kepegawaian, keuangan umum dan perlengkapan dan rumah tangga UPTD.
(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan program;

b. Melaksanakan urusan kepegawaian;

c. Melaksanakan urusan keuangan;

d. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan;

e. Melaksanakan urusan tata usaha;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD LLAJ.

Bagian Ketiga
Seksi Penimbangan
Pasal 9

(1). Seksi Penimbangan dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penimbangan lalu lintas angkutan jalan.
(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penimbangan mempuyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan penimbangan lau lintas angkutan jalan;
b. Melaksanakan inventarisasi lalu lintas angkutan ajalan; 

c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penimbangan lau lintas angkutan jalan;

d. Melaksanakan penataan dan hasil penimbangan angkutan jalan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD LLAJ.
Bagian Keempat
Seksi Pengawasan dan Perizinan
Pasal  10
(1). Seksi Pengawasan dan Perizinan dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi Pengawasn dan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pelayanan perizinan lalu lintas angkutan jalan.
(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Perizinan mempuyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan dan perizinan lalu lintas angkutan jalan;
b. Melaksanakan inventarisasi perizinan lau lintas angkutan jalan; 

c. Melaksanakan pemberian perizinan lalu lintas angkutan jalan;

d. Melakukan pengawasan dan perizinan lau lintas angkutan jalan;
e. Melakukan pengawasan dan perizinan lalu lintas angkutan jalan secara berkala dan tahunan;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD LLAJ.
Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal  11
(1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD LLAJ secara profesional sesuai kebutuhan.
(2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD LLAJ.
Pasal 12

(1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari bebrapa jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga profesional/senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD LLAJ yang bersangkutan.

(2). Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.

(3). Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(4). Pembinaan terhadap tenaga profesional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13
(1) Hal-hal menjadi tugas pokok UPTD LLAJ merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

(2) Setiap pemimpin suatu organisasi di lingkungan UPTD LLAJ, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsipnya koordinasi, integrasi dan simplifikasi.
(3) Setiap pimpinan organisasi dan lingkungan UPTD LLAJ, wajib memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 14
(1). Kepala UPTD LLAJ wajib memberikan laporan tentang tugasnya secara teratur jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
(2). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD LLAJ wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
(3). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasi dari bawahan, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
(4). Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan yang berlaku.
BAB VII

KEPEGAWAIAN
Pasal 15
Pejabat Eselon III dan IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenagan dari Gubernur atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16
Pemangku jabatan di lingkungan UPTD tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan dan serah terima terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur.
BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
(1). Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
(2). Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut olej Kepala Dinas.
Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
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BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR  14

LAMPIRAN
:
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
TENTANG 
:
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI BARAT.
NOMOR
:
14 Tahun 2009
TANGGAL
:
25 Mei 2009

STRUKTUR ORGANISASI (UPTD) LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI SULAWESI BARAT

Diundangkan  di   Mamuju


pada tanggal 25 Mei 2009


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT














H. M. ARSYAD HAFID





Ditetapkan di  Mamuju


pada tanggal  25 Mei 2009         


GUBERNUR SULAWESI BARAT,





 








    H. ANWAR ADNAN SALEH





KEPALA UPTD





SUB BAGIAN TATA USAHA





KEPALA JABATAN


FUNGSIONAL





GUBERNUR SULAWESI BARAT,





 





    H. ANWAR ADNAN SALEH





SEKSI PENGAWASAN DAN PERIZINAN





SEKSI PENIMBANGAN








